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ABSTRACT

Local governments are required to always improedr thdaptability, as an organization they
must be able to make decisions, manage risks, emg®whange and solve problems in their
regions. Considering that budgeting adaptationasgied out with a fast response time,
shifting the budget as an initial alternative caent be accommodated in budget changes.
This study discusses the limits of authority andaleconformity for regional financial
managers to shift budgets in emergencies. The gsiocl of this study is that the regional
financial manager's authority to shift the budgetin emergency is permissible, but full of
limitations both on procedures or procedures, dsagdimitations on authority. Meanwhile,
legal conformity can be carried out in accordandéh vihe provisions of Government
Regulation Number 12 of 2019 concerning Regionaafcial Management and Minister of
Home Affairs Regulation Number 77 of 2020 concegnirechnical Guidelines for Regional
Financial Management. In order to perfect the imm@etation of the budget shift policy, a
Regional Head Regulation concerning ProcedureBuddiget Shifts must be formed.

Key words: financial management, budget shifts, emergencies

PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya Covid-19 sebagai pandemi masiderdapat penyesuaian
kebijakan yang dilakukan pemerintah. Hal ini sanga&rkaitan dengan penyelesaian
keuangan yang dijalankan oleh pemerintah daerafadikan Covid-19 membuat pemerintah
berusaha agar dapat menyediakan hal-hal yang dteokijektif dan cepat dalam mengatasi
kerawanan/kegawatdaruratan karena dimungkinkarale@adarurat akan terjadi selain akibat
Covid-19. Saat ini pemerintah daerah dituntut unsgtalu meningkatkan kemampuan
adaptasinya, sebagai suatu organisasi harus marambuat keputusan, mengelola resiko,
mendorong perubahan dan memecahkan masalah dihdgaraPara pemimpin di daerah
perlu memiliki visi jangka panjang yang jelas, petdapat fleksibel dan mudah adaptasi
dengan waktu respon yang cepat.

Seperti halnya yang telah terjadi, pemerintah dad¢idak hanya mengatasi pandemi
Covid-19 dari sisi kesehatan dan kegawatdaruratasaja, namun juga masalah pemulihan
ekonomi serta semua sektor yang terdampak. Setianganan keadaan darurat pandemi
Covid-19, pemerintah daerah juga harus melakuké&rvensi terhadap masyarakat yang
kehilangan pekerjaan, agar angka pengangguran ts#akakin meningkat. Intervensi
terhadap pelaku usaha juga dilakukan agar pertuambw@konomi tidak turun. Capaian
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indikator makro daerah harus selalu dijaga agarep@tah daerah dinilai unggul dalam

melaksanakan otonomi daerah, antara lain : IndekmbBngunan Manusia, Angka

Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Perturabkonomi, Pendapatan per Kapita,
dan Indeks Gini Ratio. Meskipun penanganan pandamgat menguras anggaran daerah,
pemerintah daerah harus mampu mengelola anggaranaga untuk mendukung capaian
indikator tersebut.

Sebagai wilayah yang pendapatan asli daerahnyandondi sektor perdagangan dan
jasa, dampak pandemi terhadap capaian indikatorans&ngat signifikan pengaruhnya,
sehingga pemerintah daerah harus melakukan tembes@dbhosan nyata dengan pendekatan
adaptif dan tangkas. Jika pemimpin birokrasi qadittindak cepat dan kesadaran terhadap hal
tersebut terlambat dalam meresponnya, maka ke#idadaian pembangunan tidak dapat
dihindari.

Hal tersebut membuat adaptasi penganggaran muttakutikan untuk mendukung
pengambilan keputusan terhadap kebijakan-kebijajamg akan dilakukan. Mengingat
adaptasi penganggaran dilakukan dengan waktu regpog cepat, maka pelaksanaan
pergeseran anggaran dimungkinkan sebagai altermat@l untuk selanjutnya dapat
diakomodir dalam perubahan anggaran. Hal ini seladangan ketentuan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tah@0 Z@ntang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk PenangBandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka MenghadaptaAran yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas SisternaKgan, disebutkan bahwa Dalam
rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara, iRgaheberwenang untuk melakukan
pergeseran anggaran antarunit organisasi, antagsifurmlan/atau antarprogrdmPada
ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor &fuh 2020 Tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah juga disebutkan babvged$eran anggaran dapat dilakukan
antar organisasi, antar unit organisasi, antarrprogantar kegiatan, antar sub kegiatan, dan
antar kelompok, antar jenis, antar objek, antariaim objek dan/atau sub rincian objek.

Berkaitan dengan otonomi daerah, Presiden mendgkegakewenangan pengelolaan
keuangan negara kepada Gubernur, Bupati atau Waledaku kepala pemerintahan daerah
untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili petaéridaerah dalam kepemilikan
kekayaan daerah yang dipisahRan.Keuangan daerah merupakan uang rakyat yang
bersumber dari rakyat dan dipergunakan untuk kiesman rakyat. Fungsi anggaran adalah
berkaitan dengan fungsi negara dalam konteks negaltare state yaitu memajukan
kesejahteraan umum. Maksudnya adalah negara besegenap jajarannya harus
bertanggung jawab meningkatkan taraf hidup wargmramya melalui pengelolaan anggaran
negara yang efektif, efisien dan berdasarkan skisaitas?

Pengelolaan keuangan daerah yang baik sangat geaggar uang rakyat dapat
dipergunakan dengan efektif dan efisien untuk pembaan. Sebagaimana diamanatkan
dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2068bdtkan bahwa Keuangan
Negara dikelola secara tertib, taat pada aturarundeng-undangan, efisien, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan mempematasa keadilan dan kepatutan.
Salah satu bentuk pengelolaan keuangan negara laikg adalah adanya pemberian
kewenangan yang seimbang kepada pengelola keudageah.

Pencapaian good governance juga selalu menjadiatudti keberhasilan suatu daerah
dalam mengatur pemerintahannya. Salah satu unswatgiah akuntabilitas publik, yang
dapat diwujudkan dengan penerapan pelaksanaan pgoran daerah berdasarkan
perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaba@ndan daerah yang baik dalam
rangka mengelola dana APBD secara transparan, ekenefisien, efektif dan akuntabel.
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Di sisi lain, kebijakan pergeseran anggaran dalamemmpannya sering memunculkan
beda pendapat, beda pemahaman, beda pemaknaaa kenggi polemik diantara sesama
pejabat pengelola keuangan daerah maupun antaexipgah daerah melalui TAPD dengan
DPRD melalui Badan Anggaran.

Pergeseran anggaran dalam pelaksanaanya mengumdétngafsir. Banyak pelaksana
program dan kegiatan, pengguna anggaran atau kegguna anggaran, hingga Kepala
Daerah dan anggota DPRD dan/atau pimpinan DPREr&greukum akibat salah menafsir
dan salah menggunakan kewenangan dalam kebijakgeseean anggaran yang sudah diatur
didalam peraturan perundang-undangan.

! pasal 2 ayat (1) huruf ¢ Peraturan Pemerintah Ratiggndang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabiffistem Keuangan untuk
Penanganan Pande@arona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomiasiotal dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan

2 Bab VI huruf D Lampiran Peraturan Menteri Dalanghié Nomor 77 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

% Josef Mario Monteiro, Hukum Keuangan Negara & BheiSetara Press, Malang, 2019,
him. 23

* Nomensen Sinamo, Hukum Anggaran Negara, PT. Pustakdiri, Tangerang, 2010, him.
17-18

® Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Terangngan Negara

Tantangan utama yang dihadapi pemerintah daeralmddinesia adalah bagaimana
menciptakan suatu tata pemerintahan yang baik demepntah yang bersth.Agar
pemerintah daerah tetap menjaga prinsip tata k@letaerintahan yang baik, sebagaimana
ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentathguinistrasi Pemerintahan
disebutkan bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan yaikgyBng selanjutnya disingkat

AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuagqasmaan Wewenang bagi Pejabat

Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan danfatalakan dalam penyelenggaraan

pemerintaha.Maka perlu diperhatikan batasan kewenangan yang lilakukan pengelola

keuangan daerah agar implementasi pergeseran anggamenuhi kriteria dan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam naskah aki&d@madalah penelitian hukum
normatif. Jenis penelitian ini adalah suatu proseaenelitian ilmiah untuk menemukan
kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum digii rormatifnya. Logika dalam
penelitian hukum normatif dibangun berdasarkanptirsilmiah dan cara-cara kerja ilmu
hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hokutu sendiri terutama peraturan
hukum sebagai suatu structured whole of sy$tdenis penelitian hukum ini yang bersifat
preskriptif dengan mengkaji permasalahan hukum gnpektif hukum positif negara dalam
sistem peraturan perundang-undangan maupun dalaosaou pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap, doktrin-doktrin ahli hukudan bahan kepustakaan lainnya
berkaitan dengan objek penelitian.
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B. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatanademgksud untuk mendapatkan
kebenaran dari berbagai isu hukum yang dipermdsatalintuk ditemukan jawabannya.
Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam usemypenelitian ini adalah
pendekatan konseptugtonceptual approach), pendekatan perundang-undangatatute
approach), dan pendekatan sejarg@tistorical approach).

C. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan sifat penelitian yang digunakan dgtemelitian ini, maka fokus
penelitian tertuju pada studi bahan hukum primer lo@han hukum sekunder. Penelitian ini
dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah aemat bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder.

Adapun bahan hukum primer terdiri dari semua pesatuyerundang-undangan di
Indonesia yang terkait dan masih berlaku, Sedandbaiman hukum sekunder, yang
digunakan dalam naskah akademik ini menggunakanatitr-literatur yang berhubungan
dengan permasalahan dalam penelitian, berupa hbukw-tartikel/jurnal ilmiah, makalah
berbagai pertemuan ilmiah, dan disertasi yang ib&ossep, prinsip, teori, doktrin dan
pandangan para sarjana yang berkualifikasi tinggidtan dengan objek penelitian ini.

D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitiandlilakukan dengan metode
studi kepustakaaflibrary research) yaitu dengan menggunakan bahan hukum primer dan
sekunder. Bahan hukum tersebut dikumpulkan seseagath permasalahan yang akan
dibahas yang kemudian akan dilakukan pengkajiararbdiiukum untuk mencari solusi
maupun isu hukum yang diteliti.

® Reydonnyzar Moenek, Dadang Suwané@god Governance Pengelolaan Keuangan
Daerah, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2019, him. 48

"Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentamgjmistrasi Pemerintahan

8 Johnny Ibrahim,Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang,
2010, him. 57

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggana&nalisis yang mengacu pada
permasalahan tertentu yang dikaitkan dengan paragerundang-undangan beserta bahan
hukum sekunder yang dikaitkan dengan isu hukumaex, peneliti menetapkan isu hukum
yang menjadi acuan pokok dalam pembahasan. Seigajdari isu hukum tersebut, peneliti
mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer daarbabkum sekunder. Selanjutnya
bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diolatgae cara mengklarifikasi berdasarkan
isu hukum yang digunakan dan mensistematisasi kimudilakukan analisis secara
sistematis agar mendapatkan kesimpulan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Metodologi penelitian harus dijelaskan secara jedlasbawah judul yang terpisah.
Kontribusi yang signifikan untuk badan pengetah@rmus dinyatakan dengan jelas.

A. Batasan Kewenangan Pengelola Keuangan Daerah Untuk Melakukan Pergeseran
Anggaran Dalam Keadaan Dar urat

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggana&nalisis yang mengacu pada
permasalahan tertentu yang dikaitkan dengan paragperundang-undangan beserta bahan
hukum sekunder yang dikaitkan dengan isu hukumaex, peneliti menetapkan isu hukum
yang menjadi acuan pokok dalam pembahasan. Seigajdari isu hukum tersebut, peneliti
mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer daarbabkum sekunder. Selanjutnya
bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diolatyae cara mengklarifikasi berdasarkan
isu hukum yang digunakan dan mensistematisasi kimudilakukan analisis secara
sistematis agar mendapatkan kesimpulan.

Wewenang merupakan kekuasaan yang dibatasi olebmhuKewenangan memiliki
batasan, baik dari segi luasan atau jenis kewenaggafnaterie) maupun tata cara atau
prosedur penggunaan wewenang. Disamping itu, wavgepeaya dibatasi oleh tempdogi)
dan dibatasi oleh waktutefmporis). Setiap tindakan yang dilakukan tanpa wewenang
(onbevoegdheid) oleh hukum dianggap tidak pernah aéa tunc) dan batal demi hukum
(nieteg van rechtwege). Uraian mengenai 3 batasan wewenang, sebagkuberi
a. Wewenang yang dibatasi oleh materi/isi/jemnatérie)

Materi atau isi (jenis) wewenang harus bersumbet dakum, bahwa setiap jenis

wewenang harus ditemukan uraiannya dalam aturamnhu@JUD, UU/Perppu, PP,

Perpres, Perda).

b. Wewenang yang dibatasi oleh tempatys/loci)

Setiap jabatan tentu memiliki wilayah jabatan atdayah kerja. Dengan kata lain bahwa

penggunaan wewenang oleh pejabat atau badan keaagdibatasi hanya pada wilayah

kerja atau wilayah jabatan yang ditetapkan baglygsjatau badan tersebut.
c. Wewenang yang dibatasi oleh waktengporis)

Biasanya, peraturan perundang-undangan memberiéiasdn atau tenggat waktu bagi

seorang pejabat untuk menggunakan wewenangnya.ilApabktu yang ditetapkan

tersebut telah terlewatkan maka pejabat tersebufaaietidak berwenang karena telah
melewati batasan/tenggat waktu yang diberijambevoegdheid ratione temporis).’

Dalam melaksanakan kekuasaan, kepala daerah makapasebagian atau seluruh
kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaetaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawassngan daerah kepada pejabat
perangkat daerah. Pejabat Perangkat Daerah tatatii
a. sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaaiatgan Daerah;

b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan
c. kepala SKPD selaku PA.

® Habib Adjie, Rusdianto Sesun@afsir, Penjelasan dan Komentar Atas Undang-Undang
Jabatan Notaris, PT Refika Aditama, Bandung, 2020, him. 162-164

19 pasal 4 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Naghdahun 2019 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
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Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang seigajulisingkat SKPKD adalah
unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemeridtg@tah yang melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah. Pejabat Pengelolang@uaDaerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunygag melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerahgePla keuangan daerah
sebagaimana tercantum dalam Peraturan PemerintaholNd2 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain:

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);

Pengguna Anggaran (PA);

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan KerjaglatDaerah (PPTK- SKPD);
Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Patr&@agkah (PPK-SKPD);
Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD (PPKSHIRD);

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

T TS@meooTy

Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organesasr unit organisasi, antar
program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, déar &elompok, antar jenis, antar objek,
antar rincian objek dan/atau sub rincian objekgBsgran anggaran terdiri atas:

a. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubB&iD, yaitu:

1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;

2) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yangsam

3) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rinciggkolang sama,;

4) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sidnrimgjek.

b. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan, ARBD

1) Pergeseran antar organisasi;

2) Pergeseran antar unit organisasi;

3) Pergeseran antar program;

4) Pergeseran antar kegiatan,

5) Pergeseran antar sub kegiatan;

6) Pergeseran antar kelompok;

7) Pergeseran antar jertis.

Kewenangan pengelola keuangan daerah tercantumm dRdeaturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daeaahlagnpiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang PedomadmigePengelolaan Keuangan
Daerah sesuai dengan batasan kewenangan masinggmasabat pengelola keuangan
daerah.

Keadaan darurat termasuk keperluan mendesak ydaig dapat diprediksi sebelumnya
dimungkinkan terjadi, oleh karena itu Pemerintahef2h perlu melakukan penyesuaian
anggaran jika keadaan tersebut terjadi. Keadaamataneliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosiatalakéjadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongaratdan/
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat menggargigtakepelayanan publik.

Keadaan darurat paling sedikit memenuhi kritertzagai berikut:
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a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pentadan Daerah dan tidak dapat
diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintahanabadan

1 Bab VI huruf D Lampiran Peraturan Menteri Dalamgise Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
12 pasal 69 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor h2r2019 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaratam rangka pemulihan yang
disebabkan oleh keadaan dardrat.

Kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pemcadi@n penyelamatan korban
bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban haenézbutuhan air bersih dan sanitasi,
pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penanmerta tempat hunian sementara.

Keadaan darurat yang diberlakukan dapat bersifatonal atau lokal di daerah atau
untuk lingkup daerah-daerah tertentu saja. Dalamdu&ekeadaan tersebut, aparatur
pemerintahan daerah memegang peranan yang sangi@tgpe€alam menjalankan roda
pemerintahan dalam masa berlakunya keadaan danaiaya saja, jika keadaan darurat atau
bahaya itu berlaku secara nasional, aparatur petakan daerah hanya sebagai pelaksana
aparatur pelaksana operasional kekuasaan pemewnntam keadaan darurat yang bersifat
nasional. Sementara itu, apabila keadaan darurad géberlakukan hanya bersifat lokal,
yaitu untuk daerah yang bersangkutan itu saja, petakan daerah yang bersangkutan dapat
menjadi pelaksana langsung dari kewenangan Presitsmai ‘the Sovereigf.

Selain keadaan darurat terdapat juga keperluan esakdyang harus diakomodir oleh
pemerintah daerah, keperluan mendesak tersebuiuteli
a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar raaygang anggarannya belum

tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belasuja yersifat wajib:

1) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakaanfgelyang dibutuhkan secara
terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemeradarah dengan jumlah yang
cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahunamaggberkenaan, seperti:

a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kegaragaji, tunjangan; dan
b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayatapon, air, listrik dan
internet

2) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan bealaoptuk terjaminnya
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasyarakat antara lain
pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kep#thk ketiga, kewajiban
pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yanh jatah tempo, dan kewajiban
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundadgngan.

c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali FPesaderDaerah dan tidak dapat
diprediksikan sebelumnya, serta amanat peratunamgang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akenimbulkan kerugian yang
lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyara
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B. Konformitas Hukum Bagi Pengelola Keuangan Daerah Untuk Melakukan Pergeseran
Anggaran Dalam Keadaan Darurat

Meskipun seorang pejabat atau badan kenegaraan ungaipwewenang untuk
melakukan tindakan hukum tertentu, namun pejabat diadan tersebut tidak dapat
menggunakan wewenang itu sekehendaknya atau seaaengiri. Dalam menggunakan
wewenangnya, pejabat atau badan kenegaraan hangskoteprosedur yang ditentukan oleh
hukum. Pejabat atau badan harus menundukkan dia peosedur yang dikehendaki oleh
hukum, bukan berdasarkan pada keinginan atau kakeya sendiri. Kewajiban penundukan
diri pejabat atau badan terhadap prosedur yantpgkan oleh hukum dan tidak didasarkan
pada kehendak atau keinginan pribadi dalam menggnnaewenangnya itulah yang disebut
dengan konformitas hukuff.

Kebijakan pergeseran anggaran merupakan salah ksaijakan teknis pengelolaan
keuangan daerah. Pergeseran anggaran merupakharsaalabagian dari Laporan Realisasi
Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD dalakiwstdan sistematika pengaturan
pengelolaan keuangan.

13 penjelasan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 T2(ilth Tentang Pemerintahan
Daerah

14 Jimly AsshiddigieHukum Tata Negara Darurat, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007,
him. 236

15Bab Il huruf D angka 4 Lampiran Peraturan Meribeiam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

16 Habib Adjie, Rusdianto Sesuritafsir, Penjelasan dan Komentar Atas Undang-Undang
Jabatan Notaris, PT Refika Aditama, Bandung, 2020, him. 161-162

Sehingga pengelola keuangan daerah dalam melakp&egeseran anggaran wajib
mengikuti prosedur berpedoman pada pengaturanakelij pengelolaan keuangan daerah
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12uifaP019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, dan pengaturan teknis pengel@msngan daerah yang diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2Q@286tang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan pergeseran anggaran yang diatur dalamtyran tersebut adalah kebijakan
teknis dan kebijakan operasional dari pelaksanaagegeran anggaran. Namun demikian
dari ketentuan atas pengaturan kebijakan pergesarmgaran dapat diberi batasan,
pergeseran anggaran merupakan perubahan dan/agesgran anggaran belanja daerah
yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD, baik berug@ambahan dan/atau pengurangan.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019nterR@ngelolaan Keuangan
Daerah telah mengatur kebijakan teknis tentangegergn anggaran yang diatur dalam Pasal
163 dan Pasal 164. Serta pengaturan kebijakan sipesh diatur dalam Bab VI Laporan
Realisasi Semester Pertama dan Perubahan APBD DuRgrgeseran Anggaran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentangloFen Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Dari pemaknaan Pasal 163 dan Pasal 164 Peratunaerifah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tidak adaygpatan khusus untuk melakukan
pergeseran anggaran, yang ada hanya tata carapetaadur dan kewenangan untuk
melakukan pergeseran anggaran. Selain itu, tidakpathaknaan pergeseran anggaran hanya
dapat dilakukan dalam keadaan mendesak, keadaamadaatau keadaan luar biasa.
Pergeseran anggaran dapat dilakukan sesuai kebuflidda ada perlakuan khusus berkenaan
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dengan pergeseran anggaran. Kebijakan pergeseggaran hanya soal tata cara atau
prosedur dan kewenangan saja.

Tata cara atau prosedur dan kewenangan pergesaggaran dari permaknaan Pasal
163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12nTa019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagai berikut :

1. Pergeseran anggaran sebagai kebutuhan

Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organesasr unit organisasi, antar

Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belamtar aobyek belanja, dan/atau antar

rincian obyek belanja.

2. Pergeseran anggaran sebagai kewenangan

a. Pergeseran anggaran antar organisasi, antar uganisesi, antar Program, antar
Kegiatan, dan antar jenis belanja hanya dapat wkkk melalui perubahan Perda
tentang APBD, oleh DPRD.

b. Pergeseran anggaran antar obyek belanja, danfattaurencian obyek belanja hanya
dapat dilakukan melalui perubahan Perkada tentamggBParan APBD, oleh Kepala
Daerah.

c. Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis bethlraantar rincian obyek belanja
dalam obyek belanja ditetapkan oleh Kepala Daerah.

3. Pergeseran anggaran sebagai tata cara atau prosedur

a. Pergeseran anggaran antar organisasi, antar uggnisasi, antar Program, antar
Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyeknipgelalan/atau antar rincian obyek
belanja diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD.

b. Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD atasspeag angaran antar obyek
belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja pdlaya dianggarkan dalam
rancangan Perda tentang perubahan APBD atau ditgngalam laporan realisasi
anggaran.

c. Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD ditamgalagn laporan realisasi
anggaran apabila:

(1) tidak melakukan perubahan APBD; atau
(2) pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Pentintggperubahan APBD.

Dari pemaknaan pergeseran anggaran yang diatumdBkb VI Laporan Realisasi
Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD huruf rDeferan Anggaran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentangloRen Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, terjadi perluasan norma pengastiaarketentuan dan frasa tata cara atau
prosedur dan kewenangan. Selain itu, telah diberdisu diatur norma baru tentang
pergeseran anggaran. Tata cara atau prosedur aeendegan pergeseran anggaran dari
permaknaan pada ketentuan umum dan ketentuan aetsks Bab VI Laporan Realisasi
Semester Pertama dan Perubahan APBD huruf D Pesges@ggaran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang PedomadmigePengelolaan Keuangan
Daerah, sebagai berikut :

1. Perluasan norma.
Perluasan norma adalah norma dasar pergeseranramgggbagaimana diatur didalam
Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nidhiethun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, diperluas normanya atau pengag@adengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedom&migé’engelolaan Keuangan
Daerah. Makna Pasal 163 Peraturan Pemerintah Ndi@orTahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggapah ditfakukan antar organisasi,
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antar unit organisasi, antar Program, antar Kegjadan antar jenis belanja, antar obyek
belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja.aratau ketentuan ini, bermakna
pergeseran anggaran sebagai kebutuhan. Makna @engesebagai kebutuhan diperluas
menjadi pergeseran anggaran dilakukan oleh karemalis tertentu. Kondisi tertentu
diartikan sebagai kondisi mendesak atau kondish dkarena perubahan prioritas
pembangunan baik tingkat nasional atau daerah.inSéla norma kondisi diperluas
dengan norma situasi.
. Pengaturan norma baru.
Pengaturan pergeseran anggaran sebagaimana yamgddiam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekamngdétolaan Keuangan Daerah
telah membentuk atau mengatur norma baru yang tdiatur sebelumnya didalam
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentamgeR#aan Keuangan Daerah,
antara lain:
a. Pergeseran anggaran terdiri atas:
1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan. APBD
a) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan t&R&Ddari:

(1) pergeseran antar organisasi;

(2) pergeseran antar unit organisasi;

(3) pergeseran antar program;

(4) pergeseran antar kegiatan;

(5) pergeseran antar sub kegiatan;

(6) pergeseran antar kelompok;

(7) pergeseran antar jenis.

b) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yangeiabkan perubahan
APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD meledtetapan Kepala
Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRDndisi tertentu
tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau pemlpatoritas pembangunan
baik di tingkat nasional atau daerah.

c) Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum peraobah&PBD,
pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam pexdaahan APBD. Jika
pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahanDARBaporkan dalam
Laporan Realisasi Anggaran.

d) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan ARBDyikuti
ketentuan mekanisme perubahan APBD.

2) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan peruA&&D.
a) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan peruB&D terdiri dari:

(1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama.
Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuaetselk daerah.

(2) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yan@sBergeseran ini dapat
dilakukan atas persetujuan PPKD.

(3) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rinciajekolyang sama.
Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuarbPPK

(4) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sudnrotgjek dapat dilakukan
atas persetujuan Pengguna Anggaran.

b) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubARSBD yang
dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukanpa melakukan
perubahan Perkada penjabaran APBD terlebih daKelika perubahan APBD
dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetagiitam Perkada perubahan
penjabaran APBD.
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c) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubAR8D yang
dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalaporén realisasi
anggaran.

b. Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusuraparubPA-SKPD.

Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkdrapan DPA-SKPD.

Pihak terkait SKPD mengusulkan pergeseran angdmaatasarkan situasi dan kondisi

pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, dan atas usutaut:

1) TAPD mengidentifikasi perubahan perda APBD yangedikan jika pergeseran
anggaran merubah perda APBD;

2) Sekda/PPKD/Pengguna Anggaran memberikan persetujian pergeseran
anggaran tidak merubah perda APBD.

e. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengiggabahan DPA SKPD
sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaramaliReruDPA SKPD tersebut
disetujui oleh Sekda dan disahkan oleh PPKD.

f. Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran ramggss.

oo

Selain berdasarkan pada ketentuan dalam Pasalat6Basal 164 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuanganabalan ketentuan dalam Bab VI
Laporan Realisasi Semester Pertama dan PerubahBb ABruf D Pergeseran Anggaran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2Q@26tang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk melakukan paegesnggaran pemerintah daerah
membentuk Peraturan Kepala Daerah tentang TataReaggseran Anggaran.

Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pergegerggaran tersebut dibentuk
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dhalami Peraturan Pemerintah Nomor
12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan DaearalPeraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peagel®deuangan Daerah.

Kebijakan tata cara pergeseran anggaran diaturadel@graturan Kepala Daerah sebagai
tindak lanjut dari Pasal 164 ayat (7) Peraturan é?gtah Nomor 12 tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan juga sebagi tiadgk dari ketentuan dalam Bab VI
Laporan Realisasi Semester Pertama dan PerubahBb ABruf D Pergeseran Anggaran
angka 1 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri NomoTahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkampenjelasan isu hukum sebagaimana pembahasan ddalasatkan kesimpulan
sebagai berikut:

A. Batasan kewenangan pengelola keuangan daerah umaléikukan pergeseran
anggaran dalam keadaan darurat diperkenankan, ngenonh dengan batasan-
batasan baik batasan atas tata cara atau progeglurhatasan tentang kewenangan.
Kewenangan atas pergeseran anggaran terbagi padend&sgan DPRD, Kepala
Daerah, Sekretaris Daerah, PPKD, hingga Pengguggakan.

B. Konformitas hukum bagi pengelola keuangan daerabkumelakukan pergeseran
anggaran dalam keadaan darurat dapat dilakukanaisdstentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelokeuangan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2@flang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah.
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Untuk menyempurnakan implementasi kebijakan pergesenggaran dan sebagai
amanat serta tindak lanjut dari Pasal 164 ayatP@fpturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan katedalam Bab VI Laporan Realisasi
Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD huruf meferan Anggaran angka 1
Ketentuan Umum huruf m Peraturan Menteri Dalam Negemor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, hdeistuk Peraturan Kepala Daerah
tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran.

Dalam perencanaan dan penyusunan APBD, SKPD baé&ngena dan penyusun
maupun pimpinan SKPD, PPKD maupun TAPD harus bbaeaar teliti dalam penempatan
klasifikasi atau struktur anggaran pendapatan @étanfa. Selain itu, dalam menyusun APBD
harus paripurna dan memprioritaskan kebutuhan yadg, sehingga tidak ada yang
terabaikan dan tidak tercantum dalam APBD, hal ditarenakan untuk melakukan
pergeseran anggaran harus melewati dan melalyakahipergeseran anggaran.
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